SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3452);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 46 14);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1541);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun
2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
391), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor
445);



46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor
3);

47.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 447);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan Kkeuangan
memuat:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas;

neraca;

laporan arus kas; dan

g. catatan atas laporan keuangar.

Mmoo Te

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

perusahaan Daerah.
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan - LRA Rp. 1.111.191.957.433,81
b. belanja (Rp. 891.823.129.800,82)
c. transfer (Rp. 176.408.899.600,00)
d. surplus/ (defisit) - LRA  (a-b-c) Rp. 42.959.928.032,99
e. pembiayaan

f. penerimaan pembiayaan Rp. 30.683.213.321,08
g. pengeluaran pembiayaan (Rp. 19.918.098.140,00)
h. pembiayaan netto (f-g) Rp. 10.765.115.181,08

i. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (d+h) Rp. 53.725.043.214,07



Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp8.226.419.801,11 dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.119.418.377.234,92
2. realisasi Rp. 1.111.191.957.433,81
selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 8.226.419.801,11

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp61.273.227.735,18
dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 953.096.357.536,00
2. Realisasi Rp. 891.823.129.800,82
selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 61.273.227.735.18

c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp677.670.800,00
dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 177.086.570.400,00
2. Realisasi Rp. 176.408.899.600,00
selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 677.670.800,00

d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp53.724.478.734,07 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan (Rp. 10.764.550.701,08)

2. Realisasi Rp. 42.959.928.032,99

selisih lebih/(kurang) (1-2) (Rp. 53.724.478.734,07

e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp0,0 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 30.683.213.321,08
setelah perubahan

2. realisasi Rp. 30.683.213.321,08

selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 0,00

selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp564.480,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan  Rp. 19.918.662.620,00
setelah perubahan

2. realisasi Rp. 19.918.098.140,00

selisih lebih/(kurang) (1-2) (Rp. 564.480,00)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp564.480,00
dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan neto setelah Rp. 10.764.550.701,08
perubahan
2. realisasi Rp. 10.765.115.181,08

selisih lebih/(kurang) (1-2) Rp. 564.480,00




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 30.683.213.321,08
b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp. 30.683.213.321,08
c. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran

tahun berjalan Rp. 53.725.043.214,07
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya Rp. 0,00
e. lain - lain Rp. 0,00
f. saldo anggaran lebih akhir Rp. 53.725.043.214,07

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c
per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional Rp. 1.059.015.841.156,39

b. beban dari kegiatan operasional (Rp. 957.858.382.214,46)

c. surplus/ defisit dari kegiatan non operasional  (Rp. 5.678.954.218,00)

d. pos luar biasa; dan (Rp. 1.878.670.650,00)

e. surplus/ (defisit) - LO Rp. 93.599.834.073,93
Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024
sebagai berikut :
1. ekuitas awal Rp. 2.853.869.584.349,33
2. surplus/ defisit - LO Rp. 93.599.834.073,93
3. dampak kumulatif perubahan

kebijakan/kesalahan mendasar :

4. koreksi nilai persediaan Rp. 0,00

5. selisih revaluasi aset tetap Rp. 0,00

6. lain-lain (Rp.___85.303.058.535,695)

7. ekuitas akhir Rp. 2.862.166.359.887,61
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31
Desember 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset Rp. 2.918.620.969.589,86

b. jumlah kewajiban Rp. 56.454.609.702,25

c. jumlah ekuitas Rp. 2.862.166.359.887,61
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 Januari 2024 Rp. 30.858.681.962,23
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 198.308.591.695,99
c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp. 157.348.663.663,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp. 17.918.098.140,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris (Rp. 162.309.324,15)
f. saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2024 Rp. 53.738.202.531,07



Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.
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Lampiran I
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

. Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX
Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

Daftar penyertaan modal (Investasi) Pemerintah
Daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap Daerah;

Daftar rekapitulasi aset tetap;

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Daftar dana cadangan Daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah terdiri atas:

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
Daerah /Perusahaan Daerah;

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.




Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa_
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS
Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Jul 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

- —

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 2D0501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG :0}/ 1000/ L& /2025




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 31
mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan
Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun dan menyajikan
laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis
akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri dari: (i)
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (ii) Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v)
Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas
Laporan Keuangan.

Secara umum Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
tercapai Rp1.111.191.957.433,81 atau 99,27% dari anggaran sebesar
Rp1.119.418.377.234,92, sedangkan  realisasi  belanja  tercapai
Rp1.068.232.029.400,82 atau 94,52% dari anggaran sebesar
Rp1.130.182.927.936,00, sehingga pada akhir tahun 2024 terdapat SiLPA
sebesar Rp53.725.043.214,07.

Saldo Aset pada Tahun 2024 sebesar Rp2.918.620.969.589,86
mengalami peningkatan sebesar Rp470.499.421,38 dari Aset Tahun 2023
sebesar Rp2.918.150.470.168,48, sementara nilai kewajiban sebesar
Rp56.454.609.702,25 mengalami penurunan sebesar (Rp7.826.276.116,90)
atau (12,18%) dari tahun 2023 sebesar Rp64.280.885.819,15, serta nilai
ekuitas sebesar Rp2.862.166.359.887,61 mengalami peningkatan sebesar
Rp8.296.775.538,28 atau 0,29% dari tahun 2023 sebesar
Rp2.853.869.584.349,33.



II.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan
Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengelolaan
keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan
keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga
memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel,
yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa
peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di
dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Angka (1)
Cukup Jelas
Angka (2)
Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/ Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset,

kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi dari
Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Saldo Anggaran Lebih” adalah gunggungan
saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiyaan
Anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta
penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Pendapatan dari Kegiatan Operasional” adalah
hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.



Yang dimaksud dengan “beban dari kegiatan operasional” adalah
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, antara lain pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “surplus/ defisit dari kegiatan non
operasional” adalah selisih lebih / kurang antara pendapatan dan
beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi antara
lain penjualan aset nonlancar, penyelesaian kewajiban jangka
Panjang, dan kegiatan nonoperasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “pos luar biasa” adalah selisih lebih/kurang
antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering terjadi atau rutin terjadi, dan berada
di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Aset” adalah sumber daya ekonomi yang
dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Yang dimaksud dengan “Kewajiban” adalah utang pemerintah daerah
yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di
masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “Ekuitas” adalah kekayaan bersih
pemerintah daerah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban
Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Operasi” adalah aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan
operasional pemerintahan selama 1 (satu) periode akuntansi.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Investasi” adalah aktivitas
penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan
dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk
dalam setara kas.




Yang dimaksud dengan ¢“Aktivitas Pendanaan” adalah aktivitas
penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubaan
dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka Panjang.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Transitoris” adalah aktivitas
penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam
aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, aktivitas ini tidak
mempengaruhi pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2025 NOMOR 451



ANGGARAN SETELAH

KODE URUSAN PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN NEAAN DEEIARSIARENIRANS
Rp Rp Rp %
i 2 3 4 5(43) 6
7-01.0-00.0:00.35 | Kecamatan Baiik Bukit 2245521.267,00 220332120000 42200.08700) | 8.2
BELANJA OPERASI 1.653.398.275,00 1.611.199.058,00 (42199217.00) | 9745
Belania Pegawai 669.000.675,00 633.143.167,00 (35.85750800) | 94564
Belanja Barang dan Jasa 984.397 600,00 978.055.891 00 (6341.709,00) | 99,36
BELANJA MODAL 592.123.012,00 562.122.142,00 (870,00) | 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.750.000,00 32.750.000,00 000 | 100,00
Belania Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 550.373.012,00 550.372.142,00 (870,00) | 100,00
7-01.0-00.0-00.36 | Kecamatan Sukau §62.790.826,00 633.341.758,00 (29449.068,00) | 95,56
BELANJA OPERASI 638.290.826,00 508.841.756,00 (29.449.068.00) | 95.39
Belania Pegawai 376,497 626,00 361.144.905,00 (15:352921,00) | 95,92
Belania Barang dan Jasa 261.793.000,00 247.69% 853,00 (14096.14700) | 9462
BELANJA MODAL 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 | 100,00
Belania Modal Peralatan dan Mesin 24.500.000,00 24.500,000,00 000 | 10000
7:01.0-00.0-0037 | Kecamatan Suoh §00.904.475,00 570.853.500,00 (30.050975,00) | 95,00
BELANJA OPERASI 564.154.475,00 554.103.500,00 (30.050.975,00) | 94,86
Belania Pegawai 313.660.575,00 288.750.600,00 (24.900.975,00) | 9206
Ry - 270.493 900,00 265.343 900,00 (5.15000000) | 98,10
BELANJA MODAL 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 | 100,00
Belania Modal Peralatan dan Mesin 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 | 100,00
7-01,0-00.0-00.38 | Kecamatan Gedung Surian 596.046.975,00 567.512.992,00 (30533.98300) | 94,89
BELANJA OPERASI 560.411.975,00 549.677.992,00 (30.533.983,00) | 94,74
Bolanja Pegawai 311.093.775,00 284.333.000,00 (26.760.7500) | 91,40
Belania Barang dan Jasa 269.318.200,00 265.544.992,00 (3773.20800) | 9860
BELANJA MODAL 17.635.000,00 17.635.000,00 0,00 | 100,00
Belanja Modal Peralaian dan Mesin 17.635.000,00 17.635.000,00 000 | 100,00
7:01,0-00.0-00.39 | Kecamatan Kebun Tebu 608.599.235,00 57789672500 | (30.70051000) | 94,96
BELANJA OPERASI 591.349.235,00 560.648.725,00 (30.700.510,00) | 94581
Belanja Pegawai 315.395.235,00 286,082 800,00 (29312.435,00) | 90,71
Belanja Barang dan Jasa 275.954.000,00 274.565.925,00 (1.388.075,00) | 99,50
BELANJA MODAL 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 | 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.250.000,00 17.250,000,00 000 | 100,00
7-01.0-00.0-00.40 | Kecamatan Air Hitam §23.005.762,00 §01.200.720,00 (21.805.042,00) | 96,50
BELANJA OPERASI $14.505.762,00 502.700.720,00 (21.605.042,00) | 96,45
Bolanja Pegawai 308.721.762.00 288.516.720,00 (2020504200 | 9346
Belanja Barang dan Jasa 305.784.000,00 304.184.000,00 (1.600.000,00) | 99,48
BELANJA MODAL 8.500.000,00 8:500.000,00 0,00 | 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8:500.000,00 000 | 100,00
7-01.0-00.0-0041 | Kecamatan Pagar dewa 550.710.817,00 505.848.400,00 (53861.417,00) | 90,38
BELANJA OPERASI 551.210.817.00 497.349.400,00 (53861.417.00) | 90,23
Belanja Pegawai 28339481700 | 23151340000 (51.881.417,00) 81,69
Belana Barang dan Jasa 267.816.000,00 265.836.000,00 (1.980.000,00) | 99,2
BELANJA MODAL $.500.000,00 8.500.000,00 0,00 | 100,00
Belania Modal Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.500.000,00 000 | 100,00
7401.0-00.0-0042 | Kecamatan Batu Ketulis §79.050.403,00 $48.146.406,00 (30.903.997,00) | 9545
BELANJA OPERASI §59.550.403,00 628.646.406,00 (30.903.997,00) | 95,31
Belania Pegawal 368,782 503,00 345.960.206,00 (2282229700 | 9381
Belania Barang dan Jasa 290.767.900,00 262.686.200,00 (8081.70000) | 97,22
BELANJA MODAL 19.500.000,00 19.500.000,00 000 | 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.500.000,00 19.500.000,00 000 | 10000
7.01.0-00.0-00.43 | Kecamatan Bandar Negeri Suoh 569.354.527,00 490.696.020,00 (98656.507,00) | 8326
BELANJA OPERASI 575.854.527 00 477.196.020,00 (98658.507.00) | 8287
Bolania Pegawai 337.002.627.00 249.174.120,00 (87.918.507.00) | 73,92
Belanja Barang dan Jasa 236.761.900,00 228.021.900,00 (10.740.000,00) | 95,50
BELANJA MODAL 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 | 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 000 | 100,00
7:01.0:00.0:0044 | Kecamatan Lumbok Seminung 566.985.331,00 573.830.303,00 (1505502800 | 9744
BELANJA OPERASI 569.985.331,00 554.930.303,00 (15.055.02800) | 97,36
Boelania Pegawai 294.121.331.00 280.252.503,00 (13.868.828,00) | 958
Belanja Barang dan Jasa 275.864.000,00 274,677 800,00 (1.186.200,00) | 99,57
BELANJA MODAL 19.000.000,00 18.000.000,00 0,00 | 100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000,00 19.000.000,00 000 | 100,00
UNSUR PEMERINTAHAN UNUM NTOI0T58I,00 | 155034713400 |  (242728697,00) | 9924
o1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3179307583100 | 31550.347.134,00 |  (242728.697.00) | 99.24
8-01.0-00.0-00.28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 31.793.075.831,00 31.550.347.134,00 (242.728.857,00) 98,24
BELANJA OPERASI 31.710.050.731,00 | 31467.672.00400 |  (242378.697,00) | 9924
Belania Pegawai 1.882.022.689,00 170373952300 | (178283.16600) | 90,53
Belanja Barang dan Jasa 2.415.468.540,00 2.377.575.668,00 (37.892.872,00) 98,43
Belania Hibah 27412559.502,00 | 27.386.356.843,00 (26202659,00) | 99,90
BELANJA MODAL $3.025.100,00 82.675.100,00 (350.000,00) | 99,58
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.025.100,00 82.675.100,00 (350.000,00) | 99.56
(SURPLUSIDEFISIT) (10764550701,08) | 4295002803209 | 5372447873407 |(209,09)
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TAHUN 2024 TAHUN 2023
WA ANGGARAN REALISASI % Rp
1 2 3 4 5
BELANJA TIDAK TERDUGA
Belanja Tidak Terduga 2.150.745.082,00 1.961.201.439,00 91,19 1.508.132.360,00
Jumiah Beianja Tidak Terduga 2.150.745.082,00 1.961.201.439,00 91,19 1.508.132.360,00
TRANSFER
BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Pekon 2.037.512.700,00 1.473.076.700,00 72,30 1.407.134.300,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon 333.021.700,00 219.786.900,00 66,00 227.695.100,00
Sub Jumiah 2.370.534.400,00 1.692.863.600,00 71,41 1.634.829.400,00
BANTUAN KEUANGAN
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Pekon 174.716.036.000,00 174.716.036.000,00 | 100,00 171.170.180.000,00
Sub Jumlah 174.716.036.000,00 174.716.036.000,00 | 100,00 171.170.180.000,00
Jumlah Transfer / Bagi Hasil Pendapatan Kabupaten ke Desa 177.086.570.400,00 176.408.899.600,00 99,62 172.805.009.400,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER 1.130.182.927.936,00 1.068.232.029.400,82 94,52 984.409.205.393,80
SURPLUS/DEFISIT (10.764.550.701,08) 42.959.928.032,99 |(399,09) 1.426.998.371,04
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 30.683.213.321,08 30.683.213.321,08 | 100,00 48.174.340.190,04
Sub Jumiah 30.683.213.321,08 30.683.213.321,08 | 100,00 48.174.340.190,04
Pengeluaran Pembiayaan
Penyertaan Modal Daerah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 | 100,00 1.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 17.918.662.620,00 17.918.098.140,00 | 100,00 17.918.125.240,00
Sub Jumlah 19.918.662.620,00 19.918.098.140,00 | 100,00 18.918.125.240,00
Pembiayaan Neto 10.764.550.701,08 10.765.115.181,08 | 100,01 29.256.214.950,04
Slon ki amiiayons angguean Sl - 53.725.043.214,07 - 30.683.213.321,08

berkenaan (SILPA)
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KELOMPOK BELANJA TRANSFER
KODE REKENING URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN OPERASI MODAL TIDAK TERDUGA ANGGARAN REALISAS!
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI
1 2 3 4 5 3 7 [] ] 10
i Pelak Koordinasi di Bidang Ketah Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
01 | 8-01.0-00.0-00.26 | 05 | 2.01 | 0004 |Pencagahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Baragama dan 133.103.000,00 133.028.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
01| 8-01.0-00.0-00.26 | 05 | 2.01 | 0005 |Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Panyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukurian Umat 82.310.400,00 80.588.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Beragama dan Penghayat Kepercay
] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
01 | 8-01.0-00.0-00.26 | 06 | 0.00 | 0000 KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK § 4.553.273.386,00 4.534.731.042,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o1 | 801.0.00.000.26 | 06 | 2.01 | 0000 ,nH...u....... x&__p”..“_.__q....ﬂmu_.._h... Pelaksanaan Pemantspan Kewaspadase'Nasional 4563.27,386,00 4534.731,042,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjia Sama Inteliien, Pemantauan
01| 801.0-00.0-00.26 | 06 | 2.01 | 0004 |Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembage: Asing, Kewaspadaan Perbatagan antar 22.000.000,00 20.827.100,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
Negafa, Fasilitasi Kelembagaan Bidaa
! Pelak Monitoring, Evaluasi daa Pelaporan di Bidany Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
01| 8-01.0-00.0-00.26 | 06 | 2.01 | 0305 |intelien, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 116.793.500,00 110.775.865,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
] Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasi
01 | 8-01.0-00.0-00.26 | 06 | 2.01 | 0006 |Pelaksanaan Farum Koordinasi Pimpinan Daereh Kabupaten/Kota £,414.479.5586,00 4,403.028.077,00 0,00 0,00° 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAW|  787.052.867.520,00 |  734513.264.698,62 | 1638027449340 |  155.348.563.663,00 |  2.150.745.02,00 1.961.201.439,00 | 177.088570.400,00 | 176.408.899.600,00
BUPATI LAMPUNG BARAT,
ftd.
PAROSIL MABSUS

Hal. 70 / 70




LAMPIRAN Il
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR { TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN

2024
(AUDITED)

2023
(AUDITED)

Saldo Anggaran Lebih Awal

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Subtotal

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)

30.683.213.321,08
30.683.213.321,08

48.174.340.190,04
48.174.340.190,04

0,00 0,00
53.725.043.214,07 | 30.683.213.321,08
53.725.043.214,07 | 30.683.213.321,08

0,00 0,00

0,00 0,00
53.725.043.214,07 | 30.683.213.321,08

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Hal. 1




URAIAN 2024 2023 Kenaikan/ (Penurunan)
(AUDITED) (AUDITED) Rp %
1 2 3 4 5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar 0,00 160.196.170,00 (160.196.170,00) (100,00)
JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL 0,00 160.196.170,00 (160.196.170,00) {100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar 5.678.954.218,00 173.441.327,00 5.505.512.891,00 100,00
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL 5.678.954.218,00 173.441.327,00 5.505.512.891,00 100,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (5.678.954.218,00) (13.245.157,00) (5.665.709.061,00) | 42.775,70
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (43 + 51) 95.478.504.723,93 63.833.786.029,05 31.644.718.694,88 49,57
POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0,00
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 1.878.670.650,00 5.111.576.537,00 (3.232.905.887,00) (63,25)
JUMLAH BEBAN LUAR BIASA 1.878.670.650,00 5.111.576.537,00 (3.232.905.887,00) (63,25)
JUMLAH POS LUAR BIASA (1.878.670.650,00) (5.111.576.537,00) 3.232.905.887,00 (63,25)
SURPLUS/DEFISIT 93.599.834.073,93 58.722.209.492,05 34.877.624.581,88 59,39

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

ttd.

BUPATI LAMPUNG BARAT,
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

2024 2023
HRALAN (AUDITED) (AUDITED)
1 2 3
EKUITAS AWAL 2.853.869.584.349,33 | 2.766.774.873.857,60
SURPLUS/DEFISIT-LO $3.595.834.073,33 58.722.209.492,05
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN
MENDASAR :
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00
Selisih Revaluasi Aktiva Tetap 0,00 0,00
Lain-lain (85.303.058.535,65) 28.372.500.999,68
EKUITAS AKHIR 2.862.166.359.887,61 | 2.853.869.584.349,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.
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2024 2023
i g (AUDITED) (AUDITED)
1 2 3
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10.228.878,00 172.538.202,15
Utang Bunga 32.396.851,00 49.299.557,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 17.918.063.340,00 17.918.063.340,00
Pendapatan Diterima Dimuka 8.483.850.689,25 3.430.680.684,00
Utang Belanja 11.130.322.842,00 7.983.610.755,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 2.454.858.847,00 383.741.686,00
Jumiah Kewajiban Jangka Pendek 40.029.721.447,25 29.937.934.224,15
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 16.424.888.255,00 34.342.951.595,00
Utang kepada Masyarakat 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 16.424.888.255,00 34.342.951.595,00
JUMLAH KEWAJIBAN 56.454.609.702,25 64.280.885.819,15
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 2.862.166.359.887,61 2.853.869.584.349,33
JUMLAH EKUITAS |  2.862.166.359.887,61 2.853.869.584.349,33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS|  2.918.620.969.589,86 2.918.150.470.168,48

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,
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2024 2023
URRAN (AUDITED) (AUDITED)
1 2 3
Penerimaan Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
Penerimaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kineria 0,00 0,00
Jumlah Arus Masuk Kas 62.296.628.966,86 52.760.557.226,15
Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 62.458.938.291,01 52.717.121.430,81
Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
Pengeluaran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja 0,00 0,00
Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja tahun 2022 0,00 428.750,00
Jumlah Arus Keluar Kas 62.458.938.291,01 52.717.550.180,81

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris (162.309.324,15) 43.007.045,34
Kenaikan/Penurunan Kas 22.879.520.568,84 (17.448.119.823,62)
Saldo Awal Kas 30.858.681.962,23 48.306.801.785,85
Saldo Akhir Kas i . 53.738.202.531,07 30.858.681.962,23
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah 50.743.497.315,01 25.819.052.572,19

Saldo Akhir Kas di BLUD 2.651.046.117,70 4.597.603.900,41

Saldo Akhir Kas Dana BOS 0,00 281.132.047,63

Saldo Akhir Kas Dana BOSP 168.387.764,36

Saldo Akhir Kas Lainnya 0,00 15.842.200,00

Kas Dana BOK Puskesmas 175.271.334,00 145.051.242,00

Saldo Akhir Kas 53.738.202.531,07 30.858.681.962,23

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Hal. 2




BAB 7 PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Kcuangan Berbasis
Akrual Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada kami berupaya untuk menjaga keandalan
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh
karena itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak guna
perbaikan di masa mendatang.

Dan para pemangku kepentingan kiranya berkenan untuk memberikan umpan balik atas
informasi yang disajikan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS
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SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
ho Svra SRR BIUTANG PIUTANG PIUTANG PIUTANG PIUTANG
1 2 3 4 5 6 7 =4+5-6
BRIDA Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
BRIDA Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 0,00 78.780.000,00 78.780.000,00 0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Retribusi Penjualan Produksi hasil isaha Daerah selain 0,00 12.782.000,00 12.782.000,00 0.00
Perindustrian Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan lkan
Bapenda Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 75.000,00 148.000.000,00 148.000.000,00 75.000,00
Bapenda Retribusi Penyewaan Tanah 16.127.500,00 83.707.500,00 69.047.500,00 30.787.500,00
Bapenda Retribusi Pemakaian Ruangan 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
Sub Jumlah 16.202.500,00 1.499.064.800,00 1.484.404.800,00 30.862.500,00
Retribusi Perizinan Tertentu
Dinas PU Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 0.00 204.414.977,00 204.414.977,00 0,00
Sub Jumiah 0,00 204.414.977,00 204.414.977,00 0,00
Jumiah 2.398.816.230,00 44,529.924.576,00 43.023.211.515,00 3.905.529.291,00
4 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
BKAD Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 0,00 5.972.469.064,91 5.854.018.934,91 118.450.130,00
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga
Sub Jumiah 0,00 5.972.469.064,91 5.854.018.934,91 118.450.130,00
3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH
RSUD AU Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pitiak 0,00 64.640.771,00 64.640.771,00 0,00
Lain
RSUD AU Pendapatan BLUD dari Jasa Giro 0,00 15.225.638,00 15.225.638,00 0,00
Diskoperindag Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 64.090.000,00 7.868.591,26 10.318.591,26 61.640.000,00
BKAD Jasa Giro pada Kas Daerah 0,00 2.086.692.088,95 2.086.692.088,95 0,00
BKAD Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah 0,00 965.301.990,16 965.301.990,16 0.00
Daerah
BKAD Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0,00 0,00 0,00 0,00
BKAD Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai 62.510.851,56 89,48 6.729.300,00 55.781.641,04
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lair
BKAD Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 0,00 3.780.393,00 3.780.393,00 0,00
Pekerjaan
BKAD Pendapatan Denda PBBP2 1.180.349,24 0,00 1.139.695,00 40.654,24
BKAD Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 5.518.000,00 5.518.000,00 0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
BKAD Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 17.000.000,00 255.479.299,00 222.681.005,00 49.798.294,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga
PNS
BKAD Pendapatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 6.985.648,00 6.985.648,00 0,00
Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan
Perizinan
Sub Jumiah 144.781.200,80 3.411.492.508,85 3.389.013.120,37 167.260.589,28
5 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
PPKD Dana Desa 0,00 118.449.735.000,00 118.449.735.000,00 0,00
PPKD Insentif Fiskal 0,00 20.106.738.000,00 20.106.738.000,00 0,00
PPKD Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 112.945.547,00 17.352.888.453,00 15.465.658.000,00 2.000.176.000,00
PPKD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 0,00 541.231.171.108,00 541.231.171.108,00 0,00
PPKD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,00 119.832.295.786,00 119.832.295.786,00 0,00
Fisik
PPKD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non 0,00 137.876.449.500,00 137.876.449.500,00 0,00
Fisik
Sub Jumiah 112.945.547,00 954.849.277.847,00 952.962.047.394,00 2.000.176.000,00
6 PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH
PPKD Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 12.340.200.970,00 16.872.066.394,00 156.815.497.353,00  {13.396.770.011,00
PPKD Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan 7.028.302.719,00 11.693.387.172,00 7.028.302.719,00 |11.693.387.172,00
Bermotor
PPKD Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan | 34.812.496.882,00 34.882.442.309,00 34.812.406.882,00 |34.882.442.309,00
Bermotor
PPKD Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 369.138.944,00 550.716.825,00 485.166.475,00 434.689.294,00
PPKD Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 3.991.838.697,00 24.560.638.512,00 24.601.682.883,00 3.950.794.326,00
Sub Jumlah 58.541.978.212,00 88.559.251.212,00 82.743.146.312,00  [64.358.083.112,00
JUMLAH PIUTANG NETTO 61.253.807.135,80 |1.113.135.333.739,76 1.103.792.370.041,28  |70.596.770.834,28

BUPATI LAMPUNG BARAT,
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

TAHUN ANGGARAN 2024
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
= N S PIUTANG PENYISIHAN PIUTANG BERSIH
1 2 3 4 5
1 PIUTANG PAJAK DAERAH
PBBP2 6.208.916,00 31.044,58 6.177.871,42
PBJT-Restoran 38.462.796,00 11.588.008,50 26.874.787,50
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat 2.600.000,00 13.000,00 2.587.000,00
Parkir
Sub Jumlah 47.271.712,00 11.632.053,08 35.639.658,92
2 PIUTANG RETRIBUSI DAERAH
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan 3.848.986.435,00 44.039.342,42 3.804.947.092,58
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 25.680.356,00 25.680.356,00 0,00
Telekomunikasi
Retribusi Jasa Usaha 0,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 75.000,00 75.000,00 0,00
Retribusi Penyewaan Tanah 30.787.500,00 30.787.500,00 0,00
Sub Jumiah 3.905.529.291,00 100.582.198,42 3.804.947.092,58
3 PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISHAHKAN
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah 118.450.130,00 59.225.065,00 59.225.065,00
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
(Lembaga Keuangan)
Sub Jumlah 118.450.130,00 59.225.065,00 59.225.065,00
4 LAIN-LAIN PAD YANG SAH
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 61.640.000,00 61.640.000,00 0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai 55.781.641,04 55.781.641,04 0,00
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
Pendapatan Denda PBBP2 40.654,24 40.654,24 0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 49.798.294,00 25.399.147,00 24.399.147,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga
PNS
Sub Jumiah 167.260.589,28 142.861.442,28 24.399.147,00
5 PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
DBH Pajak Bumi dan Bangunan 1.061.862.000,00 106.186.200,00 955.675.800,00
DBH PPh Pasal 21 778.453.000,00 77.845.300,00 700.607.700,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 103.056.000,00 10.305.600,00 92.750.400,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 5.424.000,00 542.400,00 4.881.600,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas 51.381.000,00 5.138.100,00 46.242.900,00
Bumi
Sub Jumlah 2.000.176.000,00 200.017.600,00 1.800.158.400,00
6 PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 13.396.770.011,00 0,00 13.396.770.011,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan 11.693.387.172,00 0,00 11.693.387.172,00
Bermotor
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan | 34.882.442.309,00 0,00 34.882.442.309,00
Bermotor
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 434.689.294,00 0,00 434.689.294,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 3.950.794.326,00 0,00 3.950.794.326,00
Sub Jumiah | 64.358.083.112,00 0,00 64.358.083.112,00
7 PIUTANG POKOK DANA BERGULIR
Piutang Pokok Dana Bergulir 0,00 867.844.191,00 (867.844.191,00)
Sub Jumiah 0,00 867.844.191,00 (867.844.191,00)

JUMLAH

70.596.770.834,28

1.382.162.549,78

69.214.608.284,50

BUPATI LAMPUNG BARAT,
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LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR { TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2024
— JUMLAH DANA JUMLAH PENYISIHAN | JUMLAH PIUTANG
BERGULIR DANA BERGULIR BERSIH
2 3 ' R 5= (3-4)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 1.318.613.500,00 867.844.191,00 450.769.309,00
dan Perdagangan
JUMLAH 1.318.613.500,00 867.844.191,00 450.769.309,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,
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Bentuk Jumlah Modal yang : Jumlah sisa modal
Pen Jumilah Modal yan ‘ . Hasil penyertaan Jumlah modal L
No.Iperanun | Nama Badan/Lembagal ey | Jumiah Penyertaan | "l doerisbn | | Payeaatioae | Wiedemtiian | Eiss Mods verg aonm_ﬂ,womsma (iesiasljyang | (Pvestashyang
-|Penyertaan| = pin ik Ketiga R E ji NESNOsew i de | Taun ini (2024) | Sempaidengan | belumdisertakan | yuqrgh tahun ini | diterima kembali e
Modal ° (nvestasi | (1o ol Dasar) | S2MP dongan awal) T4 akhir tahunvini | (s.d. Tahun 2024) - dengan tahun ini
Daerah) tahun 2024) (2024) tahun ini (2024) (2024)
Daerah (
1 2 3 4 5 6 7 8 g=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12
3 Perumda Air Minum |Perda Tk. I i
Limau Kunci
Lampung Barat
No. 12/1995
2010 Perda No 6 Thn 2009 Saham 169.365.064,00|  156.953.828,00
2011 Perda No 6 Thn 2011 Saham 132.199.36500|  144.542.593 43
2011 Pelimpahan Aset Tahun 2011 (LK BUMD) 7.295.029.898,38
2011 Koreksi laba Tahun 2011 (LK BUMD) 559.261.903,19
2012 Perda No 15 Thn 2010 Saham 749.202.594,00|  736.949.365,00
2013 Perda No 11 Thn 2012 Saham 119.720.12400|  119.720.123,82
2013 Koreksi laba Tahun 2013 (LK BUMD) (401,10
2014 Perda No 14 Thn 2013 |saham 119.720.124,00 55.218.600,13
2016 Koreksi laba Tahun 2016 (LK BUMD) (4,85)
2017 Perda No 8 Thn 2017 Saham 4.025.000.000,00|  900.000.000,00
2019 Saham 1.050.000.000,00 0,00| 11.017.675.906,00 0 0l 0,00] 1%.017.675.906,00
Sub Jumiah 5.315.297.271,00 | 11.017.675.906,00 0,00 | 11.017.675.906,00 0,00 0,00 0.00 | 1%.017.675.906,00
4| 2011 PT. Pesagi Mandiri |Perda No 16 Thn 2010 Saham 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00
2015 (Perseroda) Perda No 6 Thn 2014 Saham 8.000.000.000,00 | 1.683.729.000,00
2015 Adjustmen Pencatatan Perda No & [AJP (6.316.271.000,00)
Thn 2014
2016 Perda No 8 Thn 2015 7.450.000.000,00 | 7.450.000.000,00
2016 Perda No 3 Thn 2015 Aset Tanah| 3.361.996.000,00 | 3.361.996.000,00
2018 Perda No 10 Thn 2018 Aset Tanah| (3.361.996.000,00)| (3.361.996.000,00) 10.633.729.000,00 0,00 0,00 0,00| 10.633.729.000,00
Sub Jumiah 10.633.729.000,00 | 10.633.729.000,00 0,00 | 10.633.729.000,00 0,00 0,00 0,00 |_10.633.729.000,00
JUMLAH 82.156.746.271,00| 47.009.124.906,00| 2.000.000.000,00( 49.009.124.906,00( 38.850.000.000,00| 5.854.018.934,91 0,00| 49.009.124.906,00

2/2

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS




NO SKPD SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
1 2 3 4 5 =(3+4-5)

61 Puskesmas Batu Brak 13.563.438.683,62 91.505.000,00 0,00 13.654.943.683,62

62 Puskesmas Bandar Negeri Suoh 16.848.032.156,62 436.762.000,00 0,00 17.284.794.156,62

63 Puskesmas Srimulyo 17.845.830.642,00 570.497.768,00 0,00 18.416.328.410,00

64 Puskesmas Liwa 22.144.988.513,84 463.382.000,00 0,00 22.608.370.513,84

65 Puskesmas Buay Nyerupa 15.311.791.910,54 260.750.141,00 0,00 15.572.542.051,54

66 Puskesmas Lombok 12.921.555.621,00 116.352.000,00 0,00 13.037.907.621,00

67 Pengelola Barang 2.395.841.000,00 37.924.586.907,00 38.157.726.907,00 2.162.701.000,00
Jumlah 4.201.074.228.511,49 236.782.450.521,00 60.262.209.282,00 4.377.594.469.750,49

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS
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